KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta untuk
menjamin kelancaran, efektivitas, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, perlu
menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk kelancaran operasional perkantoran
khususnya dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Penetapan Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
Anggaran 2026.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja ~dan  Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang  Perencanaan = Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 513);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarist
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Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027
Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran/Penguna Barang pada Komisi Pemilihan
Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk
Kuasa Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang
dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau
Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor
SP  DIPA-076.01.2.161303/2026  tanggal 22

September 2026, beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2026.

Menunjuk dan menetapkan Saudara:
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Nama : Angga Syfa Kurniawan, S.Kom

NIP : 20000717 202506 1004

Pangkat/Golongan : Penata Muda/Ill.a

Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum
Ahli Pertama

sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

Tahun Anggaran 2026;

Pejabat sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas

pokok menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa

pemerintah di lingkungan Satuan Kerja, dengan fungsi

sebagai berikut:

1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung;
2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah);

3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4) Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
dan

5) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lainnya
yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KESATU, dalam  melaksanakan

kewenangannya  harus memperhatikan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
Anggaran 2026 sebagaimana tersebut pada DIKTUM

KESATU diberikan honorarium yang besarannya
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berpedoman pada RKAKL Tahun Anggaran 2026,
sebagaimana  terlampir dalam = keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Mahakam Ulu Nomor SP DIPA-076.01.2.161303/2026
tanggal 22 September 2026, beserta revisinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 2 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU Plt. Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Eko Sugeng Pambudi
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